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Penelitian ini memberikan analisis pergeseran motivasi, cara, dan hubungan 
hukum hak-hak yang bersifat sementara (gadai, bagi hasil dan sewa tanah 
pertanian) dari pola aslinya, terutama sifat-sifat hak gadai dan usaha bagi hasil 
berdasarkan hukum adat yang dalam UUPA dipandang mengandung unsur-unsur 
pemerasan. Permasalahan yang diteliti yaitu praktik penerapan hak-hak yang bersifat 
sementara dalam hubungan hukum penggunaan tanah pertanian oleh bukan 
pemiliknya, dan alasan masih digunakannya lembaga hak-hak yang bersifat 
sementara yang berbasis hukum adat Rejang di Kecamatan Curup Selatan. Penelitian 
hukum empiris ini dilakukan di Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, 
dengan sampel lokasi Desa Rimbo Recap. Penelitian ini menggunakan data sekunder 
dan primer, data dianalisis secara kualitatif dengan penalaran induktif-deduktif.  Hasil 
penelitian menemukan, bahwa praktik penerapan hak-hak yang bersifat sementara 
dalam hubungan hukum penggunaan tanah pertanian oleh bukan pemiliknya masih 
berlangsung dengan pola pa’o (bagi hasil), yang berpedoman pada hukum lokal 
(Hukum Adat Rejang), sedangkan hak penguasaan atas tanah lainnya yang bersifat 
sementara berupa hak sano (gadai) tanah pertanian sudah mulai ditinggalkan karena 
pengaruh pendaftaran tanah dan masyarakat beralih menggunakan lembaga jaminan 
hak tanggungan; bahwa alasan masih dipraktikkannya pa’o (bagi hasil), karena 
pemilik tanah pertanian bukan petani dan merupakan pemilik absentee  yang 
dikecualikan oleh hukum, karena alasan keadaan profesinya, pengusahaan tanah 
pertaniannya diserahkan kepada petani penggarap dengan sistem pa’o (bagi hasil) 
berdasarkan hukum lokal (Hukum Adat Rejang). 
 





This study provides an analysis of the shift in motivation, methods and relationship 
between temporay rights law (mortgage, profit sharing and rental of agricultural 
land) from the original pattern, especially the properties of liens and profit sharing 
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bussines based on customarry law which is considered to contain elements of 
extortion.  The problems studied were the practice of the application of the temporay 
rights in the legal relationships to the use of agricultural land by non owners, and the 
reasons for the temporary use of Rejang customary rights institutions in Curup 
Selatan District.  This empirical legal research was conducted in Curup Selatan 
District, Rejang Lebong Regency, with a sample location of Rimbo Recap Village. This 
study uses secondary and primary data, the data are analyzed qualitatively by 
deductive inductive reasoning. The results of the study found that the practice of 
implementing temporary rights in the legal relationship of the use agricutural land by 
non owerns is still going on with the pattern of pa’o (profit sharing), which is guided 
by local law (Rejang Customary Law), while ownership rights over land others that 
are temporary in the form of sano (pawning) rights on agricultural land have been 
abandoned because of the influence of land registration and the community has 
switched to using collateral rights institutions; that the reason is still practiced pa’o 
(profit sharing), because the farm owner is not a farmer and is the owner of 
absentee who is excluded by law, for reasons of the state of his profession, the 
cultivation of his farm is handed over to the peasant with a law based local (Rejang 
Customary Law).       
 
Keywords: pa’o, sano, law, adat,  Rejang. 
 
PENDAHULUAN 
Lembaga hak-hak atas tanah yang 
bersifat sementara berasal dari hak-hak 
adat yang sifatnya dianggap 
bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan UUPA Pasal 7 dan 10, tetapi 
berhubung dengan keadaan 
masyarakat sekarang ini belum dapat 
dihapuskan diberi sifat sementara dan 
akan diatur.1 Hak-hak yang diberi sifat 
sementara itu merupakan lembaga hak 
atas tanah yang sudah lama dipratikkan 
dalam kehidupan masyarakat Indonesia 
yang didasarkan pada hukum adat, 
meliputi hak gadai, hak usaha bagi 
                                                          
1Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, 
Penjelasan Pasal 16.  
hasil, hak menumpang, hak sewa tanah 
pertanian, dengan sebutan yang 
berbeda-beda di setiap lingkungan 
hukum adat.  Bernhard Limbong 
menulis, “Lembaga-lembaga hukum 
adat yang diambil sebagai dasar utama 
pembentukan hukum agraria nasional 
adalah menyangkut ragam jenis hak 
atas tanah seperti hak milik/hak, hak 
pakai, hak sewa, hak membuka tanah, 
hak menikmati hasil hutan (Pasal 16).”2   
A.P.Parlindungan, menjelaskan 
“UUPA ini berdasarkan Hukum Adat 
tetapi ada sejumlah lembaga hak atas 
tanah yang berdasarkan hukum adat, 
                                                          
2 Bernhard Limbong.  2012. Hukum 
Agraria Nasional. Jakarta: Pustaka Margaretha, 
h. 164 
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sesuai dengan perintah dari Undang-
Undang akan dihapus, seperti hak 
gadai, hak usaha bagi hasil, hak 
menumpang, hak sewa tanah 
pertanian.” 3  Boedi Harsono 
menyebutkan “Sifat “sementara” 
artinya pada suatu waktu hak-hak 
tersebut sebagai lembaga hukum tidak 
akan ada lagi. Hak-hak tersebut diberi 
sifat sementara karena dianggap tidak 
sesuai dengan asas-asas hukum tanah 
nasional, dan salah satu asas penting 
dalam hukum tanah nasional ialah, 
bahwa dalam usaha-usaha di bidang 
pertanian tidak boleh ada pemerasan, 
tidak boleh terjadi apa yang disebut 
exploiation de l’homme par l’homme. 
Hak-hak atas tanah yang 
memungkinkan terjadinya pemerasan 
orang atau golongan satu oleh orang 
atau golongan lain tidak boleh ada 
dalam hukum tanah nasional. Hak 
gadai, hak usaha bagi hasil dan hak 
sewa untuk pertanian adalah hak-hak 
yang memberi kewenangan untuk 
menguasai dan mengusahakan tanah 
pertanian kepunyaan orang lain. Maka 
hak-hak tersebut merupakan lembaga-
lembaga hukum yang dapat 
                                                          
3A.P.Parlindungan. 1993. Komentar Atas 
Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: 
Mandar Maju, h.54  
menimbulkan keadaan penguasaan 
tanah bertentangan dengan asas UUPA. 
Dalam pada itu hak-hak tersebut belum 
sekaligus dapat dihapus pada saat 
mulai berlakunya UUPA, karena 
penghapusannya harus didahului dan 
disertai berbagai usaha yang sampai 
sekarang pun belum dapat sepenuhnya 
diselenggarakan. Misalnya penyediaan 
kredit lunak bagi yang memerlukan, 
perluasan arel tanah pertanian, 
penyediaan lapangan kerja baru di luar 
bidang pertanian bagi mereka yang 
tidak mempunyai tanah sendiri.”4  
Penelitian ini mengambil dua 
lembaga hak yang bersifat sementara 
yakni hak gadai dan usaha bagi hasil, 
dengan petimbangan kedua lembaga 
tersebut paling sering dilakukan dalam 
masyarakat setempat.  
Fakta empirik  membuktikan, 
bahwa sampai saat ini hak-hak yang 
bersifat sementara sebagaimana diatur 
dalam Pasal 53 UUPA, terutama hak 
gadai dan usaha bagi hasil yang 
berbasis hukum adat Rejang masih 
dipraktikkan dalam hubungan hukum 
penggunaan tanah pertanian oleh 
bukan pemiliknya. Dengan kata lain hak 
gadai tanah pertanian belum dihapus, 
                                                          
4Boedi Harsono, op.cit, h. 258  
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bahkan cenderung sulit dihapus. 
Temuan ini menarik untuk diteliti lebih 
lanjut sehingga dapat memberikan 
analisis terkait pergeseran motivasi, 
cara, dan hubungan hukum gadai dan 
usaha bagi hasil dari pola aslinya, 
terutama sifat-sifat hak gadai dan 
usaha bagi hasil berdasarkan hukum 
adat yang dalam UUPA dipandang 
mengandung unsur-unsur pemerasan.  
Selain itu melalui penelitian ini 
dapat dideskripsikan pergeseran praktik 
hak-hak yang bersifat sementara di 
kalangan masyarakat Rejang Lebong 
dengan membandingkan hak gadai 
dalam pola aslinya dengan praktik hak 
gadai tersebut setelah setengah abad 
berlakunya UUPA, sehingga pada 
akhirnya dapat dideskripsikan pula 
mengenai penyesuaian-penyesuaian 
hak gadai yang ada saat ini dengan 
pembatasan dan larangan yang 
diamanatkan dalam UUPA. 
Permasalahan dalam penelitian ini 
bagaimana praktik penerapan hak-hak 
yang bersifat sementara dalam 
hubungan hukum penggunaan tanah 
pertanian oleh bukan pemiliknya di 
Kabupaten Rejang Lebong? dan 
mengapa hak-hak yang bersifat 
sementara yang berbasis hukum adat 
Rejang masih dipraktikkan dalam 
hubungan hukum penggunaan tanah 
pertanian oleh bukan pemiliknya di 
Kabupaten Rejang Lebong? 
METODE PENELITIAN 
Penelitian dilakukan di Kecamatan 
Curup Selatan Kabupaten Rejang 
Lebong, dengan sampel lokasi Desa 
Rimbo Recap,  tempat letak tanah 
pertanian yang dijadikan objek gadai 
dan/atau usaha bagi hasil. Sasaran 
penelitian ini semua petugas hukum 
nonformal yakni fungsionaris adat 
Rejang, kepala desa tempat letak tanah 
objek gadai dan/atau usaha bagi hasil, 
yang dianggap mengetahui praktik bagi 
hasil di desanya; dan pihak-pihak 
(pemilik dan pemegang gadai dan/atau 
penggarap bagi hasil), yang jumlahnya 
ditentukan dengan teknik bola salju 
selama penelitian di lapangan.  
Pengumpulan data sekunder 
dilakukan melalui studi kepustakaan 
hukum, dan pengumpulan data primer 
diperoleh melalui wawancara dan 
diskusi terfokus. Analisis data dilakukan 
secara yuridis kualitatif dengan pola 
berpikir induksi dan deduksi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
1. Praktik Penerapan Hak-hak 
yang Bersifat Sementara dalam 
Hubungan Hukum Penggunaan 
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Tanah Pertanian oleh Bukan 
Pemiliknya di Kecamatan Curup 
Selatan 
Hak-hak atas tanah yang bersifat 
sementara yang dimaksud dalam Pasal 
53 UUPA yang terdapat dalam hukum 
adat Rejang, yaitu hak gadai (sano), 
tetang, pa’o, dan sewa tanah pertanian. 
Semua jenis hak sementara tersebut 
masih dipraktikkan dalam kehidupan 
masyarakat Kecamatan Curup Selatan, 
terutama pola hubungan hukum pa’o, 
sewa, dan sano, namun untuk hak sano  
praktiknya mulai ditinggalkan.5  
Desa Rimbo Recap memiliki luas 
147 hektar, di mana 125 hektar 
diantaranya merupakan areal 
persawahan beririgasi teknis. Penduduk 
desa 360 kepala keluarga atau lebih 
dari 1.650 jiwa, dari segi mata 
pencahariannya 80% petani penggarap 
sawah milik orang lain, 20% lainnya 
berprofesi serabutan seperti tukang 
bangunan, buruh bangunan, buruh 
tani, penambang tradisional, pengrajin, 
dagang hasil bumi, dan hanya sedikit 
penduduk yang berprofesi PNS. Secara 
admistrasi Desa Rimbo Recap 
berbatasan di sebelah Selatan dengan 
                                                          
5Data primer, wawancara dengan Kepala 
Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan, 
Selasa, 6 November 2018 di Kanto Desa Rimbo 
Recap.  
Desa Lubuk Ubar, sebelah Utara 
dengan Kelurahan Air Putih Baru, 
sebelah Barat dengan Kelurahan Dwi 
Tunggal Kecamatan Curup Kota, dan 
sebelah Timur dengan Kelurahan 
Tempel Rejo Curup Selatan. Areal 
persawahan yang luasnya 125 hektar 
dimiliki oleh orang-orang perkotaan 
yang berprofesi sebagai PNS, pejabat 
negara, pengusaha, wakil rakyat, dan 
sebagainya bermodisili di berbagai kota 
di Provinsi Bengkulu, Pulau Jawa dan 
kota lainnya dalam wilayah Sumatera 
Bagian Selatan.6     
Pertama, pola hubungan hukum 
atas tanah pertanian (sawah) dominan 
berlangsung dengan pa’o (bagi hasil) 
dan jenis tanaman padi. Pa’o, dalam 
hukum adat Rejang merupakan 
perjanjian paruh hasil tanam, yaitu 
perjanjian yang mengizinkan orang lain 
menanam tumbuh-tumbuhan di tanah 
si pemilik tanah dengan ketentuan 
bahwa hasilnya nanti akan dibagi, 
sebagian untuk penggarap sebagian 
untuk si pemilik tanah. Pemilik tanah 
ialah orang yang mempunyai hak milik 
atas tanah, sedangkan penggarap ialah 
orang luar tidak perlu sedusun atau 
semarga dengan si pemilik tanah.  
                                                          
6Ibid, Data primer  
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Konsep pa’o dikaitkan dengan 
temuan penelitian, pola pembagian 
hasil “sebagian penggarap dan 
sebagian pemilik” atau bagi dua, masih 
dilakukan, seperti dijelaskan informan 
dalam pembagian hasil dalam pa’o 
tanaman padi sawah secara turun 
temurun bagi dua, setelah dikurangi 
ongkos produksi, dalam hal ini pupuk 
yang biasanya disediakan oleh pemilik 
tanah, dan apabila pemilik tanah 
menyerahkan semua biaya produksi 
(benih, pupuk, pematangan lahan, 
ongkos panen) kepada petani 
penggarap, biaya pupuk dikeluarkan 
dulu, baru dilakukan pembagian hasil.7  
Pandangan kritis akademis atas 
praktik pa’o yang tidak menghitung 
benih, pematangan lahan, panen 
sebagai unit biaya produksi, dapat 
dinilai kurang berkeadilan, namun 
petani penggarap menganggap wajar, 
petani penggarap menyebut pa’o 
sebagai kemitraan, dalam kemitraan itu 
masing-masing pihak menyertakan 
modal, bagi petani penggarap modal 
yang disanggupinya berupa biaya untuk 
pengadaan benih, pematangan lahan, 
dan panen, sedangkan modal bagi 
                                                          
7Ibid, Data primer  
pemilik sawah, berupa lahan sawah 
sebagai wadah pa’o.  
Diuji dari hukum positif Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang 
Perjanjian Bagi Hasil,  patokan 
pembagian hasil tanah antara pemilik 
dan penggarap untuk tanaman padi 
yang ditanam di sawah 1 : 1 (satu 
lawan satu), sedang untuk tanaman 
palawija di sawah dan tanaman di 
tanah kering bagian penggarap adalah 
2/3 dan pemilik tanah 1/3.8   
Pa’o dalam Hukum Adat Rejang 
hanya dilakukan pada tanah sawah air 
idup dan hewan, dengan masa 
perjanjian 1 tahun, dan dapat 
diperbaharui setiap habis masa 
berlakunya. Temuan penelitian, 
khususnya di Desa Rimbo Recap, pa’o 
di atas sawah sawah  irigasi teknis (air 
idup), masa perjanjian tidak ditentukan, 
melainkan berlangsung turun temurun, 
dari orang tua penggarap diwariskan ke 
anak cucu penggarap. Diuji dengan 
hukum positif, bagi hasil dibuat untuk 
selama jangka waktu tertentu, yakni 
bagi hasil tanaman di atas tanah sawah 
berlangsung sekurang-kurangnya 3 
(tiga) tahun, dan bagi hasil atas tanah 
                                                          
8 Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi 
Hasil.  
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kering sekurang-kurangnya (5) lima 
tahun. 9  Praktiknya di Desa Rimbo 
Recap, usaha bagi hasil berlangsung 
turun temurun, tidak dibatasi waktu 
tertentu. 
Menurut pola aslinya dalam 
Hukum Adat Rejang, dasar pelaksanaan 
pa’o ialah si pemilik tanah sama sekali 
tak mempunyai kesempatan atau 
tenaga sendiri untuk mengerjakan 
tanah itu, misalnya karena usur, tetapi 
berhasrat mengenyam hasil dari 
tanahnya. Oleh karena itu ia mencari 
orang lain yang mau mengerjakan 
tanahnya itu dengan pa’o). Fungsi pa’o 
ialah penggunaan tenaga kerja orang 
lain yang tidak mempunyai tanah untuk 
mendapat hasil dari tanahnya.  
Temuan di desa lokasi, meskipun 
pa’o masih mempedomani Hukum Adat 
Rejang, namun ditemukan pergeseran 
di mana penyebab pemilik tidak dapat 
mengusahakan sendiri tanahnya bukan 
usur melainkan karena pekerjaannya 
(PNS, pejabat negara, pengusaha dan 
sebagainya). 
Rerata luas sawah tempat 
berlangsungnya pa’o kurang dari 2 
hektar. Pa’o dalam model aslinya tidak 
menentukan mengenai luas tanah, 
                                                          
9Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.   
melainkan diukur dari kemampuan fisik 
penggarap, sedangkan dalam hukum 
positif ditentukan maksimum 3 (tiga) 
hektar.10  
Praktik pelaksanaan pa’o di lokasi 
penelitian, tidak perlu persetujuan 
kepala desa. Alasannya dalam pa’o 
tidak terjadi penyerahan tanah, beda 
dengan jual beli tanah yang harus 
melibatkan kepala desa karena terjadi 
penyerahan hak atas tanah. Pa’o cukup 
dilaksanakan atas kesepakatan kedua 
belah pihak (pemilik dan penggarap).  
Diuji dengan hukum positif, 
sangat tegas diatur bahwa perjanjian 
bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan 
penggarap sendiri secara tertulis di 
hadapan kepala desa tempat letaknya 
tanah, dengan disaksikan dua orang 
saksi masing-masing dari pihak pemilik 
dan penggarap. Selanjutnya perjanjian 
tersebut disahkan oleh Camat. 11 
Meskipun praktik pa’o dilakukan 
menurut kebiasaan dalam Hukum Adat 
Rejang, namun pelaksanaannya damai, 
terbukti tidak adanya konflik antar 
pemilik tanah dan petani penggarap. 
Hukum positif  (ius constitutum), 
mengantisipasi praktik bagi hasil (pa’o) 
                                                          
10 Pasal  2 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.  
11 Pasal  3 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.   
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yang berpotensi merugikan  penggarap, 
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang 
Perjanjian Bagi Hasil. Substansi 
Undang-Undang ini tidak menghapus 
bagi hasil, melainkan mencegah 
penguasaan tanah luas dan praktik 
hubungan hukum penguasaan tanah 
pertanian yang bersifat pemerasan. 
Menghapus lembaga usaha bagi hasil 
suatu yang mustahil, seperti dikatakan 
Iman Soetiknjo, bahwa: 
Sudut obyektif yakni ditinjau dari 
sudut tanahnya, maka tanah itu 
terbatas sehingga mustahil ada 
hubungan langsung antara tanah 
dengan manusia. Apabila kita 
menginginkan suatu bentuk 
hukum agraria baru, janganlah 
menghendaki suatu sistem yang 
menjamin semua manusia yang 
ada dalam negara kita dapat 
menguasai tanah,  karena dari 
sudut obyektif adalah mustahil 
dilaksanakan. Paling banter hanya 
dapat menginginkan supaya 
sebanyak mungkin manusia dapat 
berhubungan dengan tanah. 
Manusia mempunyai sifat dwi 
tunggal monodualistis sebagai 
individu dan makhluk sosial. Atas 
dasar sifatnya ini maka prinsip 
hubungan manusia dengan tanah 
hanya mempunyai sifat relatif, 
artinya kekuasaan manusia atas 
tanah tidak dapat tanpa batas. 
Tidak dapat manusia 
mendasarkan atas sifat diri pribadi 
saja, harus juga mengingat sifat 
sosialnya sebagai anggota 
masyarakat.12 
  
Kondisi obyektif di mana 
ketersediaan tanah dalam negara 
sifatnya statis dan terbatas dibanding 
jumlah penduduk yang terus 
bertambah, oleh karena itu sebagian 
penduduk yang memiliki tanah 
pertanian sendiri membuka peluang 
penggarapan atas tanahnya pada orang 
lain.  
Kedua, pola hubungan hukum 
melalui sano (gadai) tanah pertanian, 
kecenderungan di lokasi penelitian sano 
sudah mulai ditinggalkan, kalau pun 
masih ada, umumnya dilakukan di 
kalangan penduduk asli (suku Rejang), 
di desa lokasi sudah tidak diterapkan 
lagi.13  
Sano, merupakan lembaga 
jaminan eksternal dengan jaminan 
bidang tanah pertanian yang dilakukan 
oleh orang sukubangsa Rejang, ketika 
mengikat perjanjian pinjam uang  
dengan orang bukan sukubangsa 
                                                          
12 Iman Soetiknjo. 1987. Proses 
Terjadinya UUPA: Peranserta Seksi Agraria 
Universitas Gadjah Mada. Yogyakrta: Gadjah 
Mada University Press, h. 19-20   
13Ibid, Data primer, wawancara,  
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Rejang. Selama berlangsungnya sano, 
penguasaan tanah beralih ke dalam 
kekuasaan pemegang sano. Pemilik 
tanah dapat menguasai kembali tanah 
yang sudah diikat perjanjian sano 
setelah membayar sejumlah uang 
sebagai tebusan. Ketidaksanggupan 
pemilik tanah menebus kembali tanah 
sano, dapat dikompensasikan dengan 
jual sano, di mana pemegang sano 
menambah sejumlah uang sebesar nilai 
jual tanah obyek sano yang sudah 
dikuasainya kepada pemilik tanah atau 
pelepas sano. 
Temuan pembatasan waktu sano, 
menunjukkan bahwa masyarakat sudah 
mengetahui berlakunya ketentuan Pasal 
53 UUPA dan ketentuan Pasal 7 ayat 
(1) Undang-Undang  Nomor 56 Prp 
Tahun 1960 tentang Penetapan Luas 
Tanah Pertanian, yang dimaksudkan 
melarang gadai tanah pertanian, 
dengan ancaman sanksi jika melampaui 
7 tahun wajib diakhiri tanpa 
pembayaran tebusan. 
Informan menjelaskan, bahwa 
masyarakat tidak menyebut peninjauan 
kembali perjanjian sano yang sudah 
jatuh tempo dengan istilah 
perpanjangan, melainkan pembaharuan 
sano, sehingga jangka waktunya tidak 
diakumulasikan dengan waktu yang 
sudah berakhir. Dengan siasat seperti 
itu, jangka waktu perjanjian sano yang 
diadakan tidak pernah melampaui 7 
tahun sebagaimana diatur dalam  Pasal 
7 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 56 
Prp Tahun 1960 tentang Penetapan 
Luas Tanah Pertanian.  
Bagaimana jika pemegang sano 
tidak bersedia lagi melanjutkan sano, 
dan meminta pelepas sano menebus 
uang sano? Informan menjelaskan, 
kasus seperti ini pernah terjadi, solusi 
yang ditempuh dengan dua alternatif, 
yaitu pemegang sano atas persetujuan 
pelepas sano, mencari pihak ketiga 
yang berkeinginan memegang sano, 
kemudian membuat perjanjian sano 
dengan pemilik tanah, dengan cara itu 
uang sano yang diminta pemegang 
sano dikompensasi oleh pihak ketiga. 
Alternatif lainnya, pemegang sano 
meminta pemilik tanah menghitung 
nilai tanah objek sano, selanjutnya 
pemegang sano membayar sejumlah 
uang sebagai harga pembelian atas 
tanah objek sano, inilah yang dikenal 
dengan jual sano, dan melalui gadai 
itulah secara perlahan-lahan terjadinya 
peralihan penguasaan tanah pertanian 
dari kepemilikan rumah tangga 
pertanian. 
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Persoalan hukum agraria yang 
timbul dalam praktik perjanjian sano 
yakni terjadinya pemilikan tanah 
pertanian secara absentee, karena 
pemegang sano tidak berdomisili dalam 
wilayah kecamatan letak tanah.  
Filosofis hukum agraria melarang 
gadai tanah pertanian pada dasarnya 
ditujukan melindungi pemegang gadai 
yang umumnya ekonomi lemah, karena 
itu gadai tanah pertanian di dalam 
UUPA ditempatkan sebagai hak yang 
bersifat sementara. Mengingat lembaga 
gadai masih dibutuhkan oleh sebagian 
besar masyarakat Indonesia, maka 
gadai masih dibolehkan, namun harus 
menyesuaikan dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang  Nomor 
56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan 
Luas Tanah Pertanian.  
Perjanjian sano, yang makin 
ditinggalkan dalam masyarakat Rejang, 
mengindikasikan tumbuhnya kesadaran 
hukum masyarakat untuk mematuhi 
larangan gadai tanah pertanian. Dari 
perspektif hukum, tujuan hukum 
merekayasa masyarakat berhasil, 
keberhasilan tersebut didukung pula 
oleh kebijakan pensertipikatan tanah 
sehingga membuka akses petani 
memanfaatkan lembaga hak 
tanggungan dengan mengagunkan 
sertipikat tanah sebagai jaminan 
hutang. Dengan demikian, misi  UUPA, 
membatasi beralihnya penguasaan 
tanah pertanian ke tangan bukan 
petani, dan petani menjadi buruh tani, 
efektif  sebagai upaya perlindungan 
petani. Temuan ini relevan dengan 
pandangan A.P.Parlindungan yang 
menyatakan “Lembaga hak gadai 
menurut hukum adat akan dihapuskan 
sama sekali dalam sistem UUPA, masih 
menjadi masalah karena dengan 
dihapusnya hak gadai harus ada solusi 
bagi pemilik tanah yang memerlukan 
uang untuk satu dan lain keperluan.”14 
Bahkan justru sebagai suatu lembaga 
sosial di desa, di mana seseorang 
ketika membutuhkan uang untuk 
sesuatu kerja, menggadaikan tanahnya 
untuk waktu sampai ia dapat kembali 
menebusnya.”15  
Perjanjian sano diteruskan dengan 
pa’o. Mendasarkan penjelasan 
informan, meskipun sudah jarang 
dipraktikkan, namun ada 
kecenderungan baru di mana sano 
diteruskan dengan pa’o, dalam praktik 
disebabkan inisiasi sano terjadi atas 
kehendak pemilik tanah yang 
                                                          
14A.P.Parlindungan. 1990. Landreform di 
Indonesia Strategi dan Sasarannya. Bandung: 
Alumni, h.63.  
15A.P.Parlindungan. op.cit, h.55  
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membutuhkan biaya mendesak, 
kemudian meminjam uang dengan 
menawarkan tanah pertaniannya, 
umumnya sawah sebagai jaminan 
utang. Penawaran pemilik tanah diikuti 
pula permohonan apabila sano 
disepekati, pemilik tanah meminta tetap 
menggarap tanahnya dengan cara pa’o 
(bagi hasil). 
2. Hak-hak yang Bersifat 
Sementara Berbasis Hukum 
Adat Rejang yang Masih 
Dipraktikkan dalam Hubungan 
Hukum Penggunaan Tanah 
Pertanian oleh Bukan 
Pemiliknya di Kecamatan Curup 
Selatan 
Menjawab pertanyaan mengapa 
lembaga kemitraan pa’o, sewa dan 
sano dalam masyarakat Rejang masih 
dipraktikkan, hasil penelitian 
mengidentifikasi adanya beberapa 
penyebab, pertama, pekerjaan pemilik 
tanah pertanian bukan petani. 
Penelitian di Desa Rimbo Recap 
menunjukkan hamparan sawah yang 
luasnya 125 hektar, semuanya dimiliki 
oleh orang-orang kota (pemilikan 
absentee), yang berprofesi antara lain 
pegawai negri sipil, dan pemilikan 
tanah sawahnya turun temurun 
(warisan).  
Aspek hukum temuan ini cukup 
unik, di satu sisi UUPA dalam 
Penjelasan Umum menginginkan, 
bahwa: 
Dalam keadaan susunan 
masyarakat kita sebagai sekarang 
ini maka peraturan pelaksanaan 
itu nanti kiranya masih perlu 
membuka kemungkinan 
diadakannya dispensasi. Misalnya 
seorang pegawai-negeri yang 
untuk persediaan hari-tuanya 
mempunyai tanah satu dua hektar 
dan berhubung dengan 
pekerjaannya tidak mungkin dapat 
mengusahakannya sendiri kiranya 
harus dimungkinkan untuk terus 
memiliki tanah tersebut. Selama 
itu tanahnya boleh diserahkan 
kepada orang lain untuk 
diusahakan dengan perjanjian 
sewa, bagi-hasil dan lain 
sebagainya. Tetapi setelah ia tidak 
bekerja lagi, misalnya setelah 
pensiun, tanah itu harus 
diusahakannya sendiri secara aktif 
(ayat 3).16 
   
UUPA memberi ruang dispensasi 
pemilikan tanah pertanian secara 
absentee bagi pegawai negeri untuk 
persiapan hari tua (pensiun), dengan 
syarat setelah pensiun pegawai negeri 
kembali ke daerah kecamatan letak 
tanahnya untuk mengusahakan sendiri 
secara aktif,  namun selama masa aktif 
dinas, pengusahaan tanah  
pertaniannya boleh diserahkan kepada 
                                                          
16Ibid  
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orang lain (petani penggarap) misalnya 
dengan bagi hasil. Artinya ada dasar 
hukum pemilik tanah pertanian yang 
bekerja sebagai pegawai negeri 
(tentunya diperlakukan sama bagi 
anggota kepolisian, tentara, dan 
pejabat negara lainnya untuk selama 
masa kedinasan, jika memiliki tanah 
pertanian, menyerahkan pengusahaan 
tanahnya kepada petani penggarap.  
Dispensasi bersyarat tersebut, 
menimbulkan persoalan hukum baru, 
yakni pemilik tanah pertanian non 
petani pasca kedinasan (pensiun) tidak 
mungkin mengusahakan secara aktif 
tanah pertaniannya, karena faktor umur 
dan sebagainya, sehingga tetap 
menjadi pemilik absentee, dan tetap 
melangsungkan pengusahaan tanahnya 
secara bagi hasil, atau sewa tanah 
pertanian. Dalam konteks kewajiban 
mengusahakan tanah pertanian secara 
aktif, Iman Soetiknjo menyatakan: 
Agar tanah pertanian  itu secara 
aktif diusahakan oleh pemiliknya 
sendiri. Hal ini merupakan suatu 
usaha untuk mencegah adanya 
pemilik tanah yang bermukim di 
lain tempat (pemilik absentee, 
petani maupun bukan petani), 
yang menyerahkan penggarapan 
tanahnya pada orang lain, 
mungkin pada buruh tani, 
penyewa atau penyakap. Keadaan 
demikian ini memberi peluang 
untuk melaksanakan tindakan 
pemerasan.17 
  
Pembagian peran dalam 
kehidupan bernegara seyogyanya 
setiap pengemban profesi fokus dalam 
profesinya, sehingga tidak menganggu 
kebutuhan pihak lain, misalnya profesi 
pelayan masyarakat (PNS, pejabat 
Negara) tidak patut rangkap profesi 
menjadi petani karena sudah pasti 
mereka tidak dapat mengusahakan 
tanah pertanaiannya sendiri secara 
aktif. Oleh karena itu dalam Hukum 
Agraria, dikenal asas tanah pertanaian 
untuk petani (land to the tiller), 
sebagaimana pandangan  Boedi 
Harsono yang menyatakan: 
Tanah untuk tani atau Tanah 
untuk tani yang mengerjakan 
“Land to the Tiller”, “Boeren land 
in boeren hand” , bahwa semua 
tanah pertanian akan dipunyai 
oleh mereka yang 
mengerjakannya (petani), oleh 
karena siapa saja yang 
mengerjakan tanah pertanian 
akan mengerjakannya sendiri. 
Akan tetapi dalam pelaksanaannya 
bisa berbeda. Tanah untuk tani 
yang mengerjakannya bisa 
diartikan bahwa semua orang 
yang mengerjakan tanah orang 
lain harus dijadikan pemilik tanah 
itu. Tanah yang dikerjakan orang 
                                                          
17 Iman Soetiknjo. 1983. Politik Agraria 
Nasional: Hubungan Manusia dengan Tanah 
yang Berdasarkan Pancasila. Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, h.42  
M.Yamani, Amirizal dan Ema Septaria  352 
Keberadaan Hak Atas Tanah yang Bersifat Sementara dalam  
Praktik Penguasaan Tanah Pertanian di Kecamatan Curup Selatan    
 
lain harus  diberikan kepada yang 
mengerjakannya. Konsep ini 
berbeda dengan Pasal 10 UUPA, 
yang tidak mewajibkan pemilik 
tanah untuk melepaskan tanahnya 
kepada yang sekarang 
menggarapnya. Pasal ini hanya 
mewajibkan supaya tanah yang 
sekarang digarap pada orang lain 
pada waktunya dikerjakan sendiri 
oleh yang mempunyai.18 
 
Kemudian, persoalan hukum 
lainnya, banyak pemilik tanah yang 
berprofesi pegawai negeri di desa lokasi 
mendapatkan hak pemilikan karena 
warisan ab intestato karena hukum, 
sedangkan faktual mereka pasti tidak 
memungkinkan mengusahakan sendiri 
tanah pertanian asal warisan tersebut, 
sehingga solusi yang ditempuh 
menyerahkan pengusahaan tanahnya 
kepada petani penggarap dengan 
sistem bagi hasil. 
Kedua, petani tidak bertanah 
(landless farmer). Masih dipratikkannya 
pola hubungan hukum pa’o dan sewa 
tanah pertanian, disebabkan rumah 
tangga pertanian desa lokasi sebagian 
besar (sekitar 95%) tidak mempunyai 
tanah pertanian sendiri, sedangkan 
pekerjaan pokoknya petani. Bahkan 
Kepala Desa Rimbo Recap menjelaskan, 
                                                          
18 Boedi Harsono. 1997. Hukum Agraria 
Indonesia. Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan 
Pelaksanaannya. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. 
Jakarta: Djambatan, h. 278-279  
“Desa Rimbo Recap hanya tempat 
permukiman penduduk, hak atas tanah 
yang dimiliki penduduk hanya tanah 
perkarangan (perumahan), dari 147 
hektar luas desa, di dalamnya terdapat 
areal persawahan yang luasnya 125 
hektar semuanya dimiliki orang luar.19 
Terhadap pola sewa tanah 
pertanian dan sano, mengingat fakta 
empiriknya kedua lembaga tersebut 
makin menipis, bahkan berangsur-
angsur hapus (terutama sano), tidak 
perlu dianalisis lebih jauh. Satu kata 
kuncinya, bahwa efektivitas program 
pensertipikatan tanah sistematik yang 
sekarang dilakukan melalui sistem PTSL 
(Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap), dengan target menuntaskan 
pendaftaran tanah di seluruh 
Indonesia, maka lembaga jaminan 
tradisional seperti sano, akan hapus 
karena sudah tidak didukung lagi oleh 
masyarakat pemiliknya (suku Rejang). 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Bahwa praktik penerapan hak-hak 
yang bersifat sementara dalam 
hubungan hukum penggunaan tanah 
pertanian oleh bukan pemiliknya dalam 
masyarakat  Kecamatan Curup Selatan 
                                                          
19Data primer, wawancara.  
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masih berlangsung dengan pola pa’o 
(bagi hasil), sedangkan hak 
penguasaan atas tanah lainnya yang 
bersifat sementara berupa hak sano 
(gadai) tanah pertanian, makin jarang 
bahkan sudah mulai ditinggalkan.  
Bahwa praktik terbaik pa’o (bagi 
hasil) di kalangan masyarakat Rejang 
meskipun tidak tertulis, tidak 
melibatkan kepala desa, yakni 
perjanjian pa’o berlangsung turun 
temurun (diwariskan), pa’o hanya 
untuk tanaman pangan (padi), 
pembagian hasil yang berkeadilan, dan 
tidak pernah menimbulkan konflik 
antara petani penggarap dan pemilik 
tanah.  
Bahwa alasan masih 
dipraktikkannya hak-hak penguasaan 
atas tanah yang bersifat sementara 
terutama pa’o (bagi hasil), secara 
hukum terjadi karena pemilik tanah 
pertanian bukan petani dan merupakan 
pemilik absentee  berprofesi sebagai 
pegawai negeri, pejabat negara, yang 
dikecualikan oleh hukum, sebagai 
cadangan masa pensiun, pemilikan atas 
tanah pertanian itu pun terjadi karena 
warisan ab intestato, karena alasan 
keadaan profesinya, pengusahaan 
tanah pertaniannya diserahkan kepada 
petani penggarap dengan sistem pa’o 
(bagi hasil) berdasarkan hukum lokal 
(Hukum Adat Rejang). 
Bahwa hak penguasaan atas 
tanah lainnya yang bersifat sementara 
berupa sano (gadai) tanah pertanian 
yang berbasis Hukum Adat Rejang 
makin ditinggalkan, karena pengaruh 
pendaftaran tanah dan masyarakat 
beralih menggunakan lembaga jaminan 
hak tanggungan, dengan 
memanfaatkan sertipikat sebagai 
jaminan hutang pada lembaga 
perbankan atau lembaga  keuangan 
lainnya. 
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